


ABSTRAK 
 
 
  
 Kebijakan pemerintah selama ini telah banyak menimbulkan dampak-dampak 
negative, disamping positif, hingga menyebabkan kurang percayanya masyarakat terhadap 
pengelola zakat yang cenderung tertutup (tidak transparan) dan hanya menguntungkan 
pengelolanya. Hal tersebut tentu tujuan kemakmuran buat golongan umat  Islam sulit 
terwujud dan tujuan zakat tidak akan tercapai dan hal seperti ini tidak dibenarkan dalam 
ajaran Islam. Adanya kebijakan yang dikeluarkan pemerintah menimbulkan masalah, 
bagaimanakah pandangan Hukum Islam dengan adanya kebijakan pemerintah berupa UU 
zakat yang harus dilaksanakan oleh umat Islam. 
 
 Jenis penelitian ini merupaka penelitian kepustakaan (library research), dan bersifat 
deskriptif-analitik dengan pendekatan normative. Teknik pengumpulan datanya 
menggunakan teknik observasi, dan dalam menganalisis data menggunakan metode deduktif. 
 
 Disyahkannya UU RI No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang dilengkapi 
Keputusan Menteri Agama No. 581 Tahun 1999 Tentang elaksanaan UU Pengelolaan Zakat 
di Negara Pancasila ini dimaksudkan agar dapat dimanfaatkan sebagai pedoman bagi seluruh 
komponen bangsa, terutama bagi yang telah wajib mengeluarkan zakat dan bagi Lembaga 
amil zakat. Dengan adanya UU zakat akan berakibat Hukum bagi yang melanggar, 
sebagaimana disebutkan dalam UU zakat. 
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